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Pendahuluan

Desa Matang Seping terletak di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Penduduk
bekerja sebagai pertani, pekebun, nelayan, wirausaha, sedangkan sebagian kecil sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN). Aktifitas masyarakat Matang Seping sering dilakukan dengan sistem kepercayaan, ketika
melakukan perbuatan perdata seperti pinjam-meminjam, sewa menyewa, gadai, utang-piutang, jual beli,
wakaf atau kerja sama lainnya dilakukan secara lisan, sering tidak ada saksi yang menyaksikannya.
Masyarakat, tidak paham bahwa surat dan saksi dapat memperjelas masalah yang terjadi dan sebagai bukti
untuk menyelesaikan masalah, baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri. Sehingga
seringkali terjadi sengketa/perselisihan antar masyarakat karena perbuatan hukum yang dilanggar dan
menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu urgensi dilakukan pengabdian ini, untuk
mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar para pihak serta menanggulangi kerugian para pihak
dalam aktifitas perbuatan hukum perdata di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) mengatur macam-macam alat bukti dalam
hokum acara perdata (Bagenda et al.,, 2023). Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 RBg
menyebutkan alat bukti terdiri dari: Bukti tertulis, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Alat
bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285-305 RBg.S 1867 no. 29 dan Pasal
1867-1894 BW (Listiyanto, 2017; Tomayahu, 2020). Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat
yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut
menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan (Hamzah, 2017). Menurut Nur Azra et al., (2024) kekuatan
pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Kekuatan pembuktian formil.
Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
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2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang
tersebut dalam akta itu telah terjadi. 3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak
ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada
pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (Dsalimunthe, 2017).

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hokum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum
dalam akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal itu sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta
dibawah tangan diakuti oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum
sempurna seperti akta otentik. Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 1874 kitab undang-undang
hukum perdata yang sebagaimana berikut: “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta
yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan
lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum” (Muljono, 2017).

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan
wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga
melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan
seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada,
tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat
menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat
dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian lisan yang disangkal/tidak
diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan
seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat
mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-
benar ada atau pernah dibuat (Ginting, 2022). Perjanjain lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak saja. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan
tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian
lisan juga kuat pembuktiannya selama para pihak membenarkan dan ada saksi Mahkota.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra (UNSAM) ini, dilakukan untuk
membangun pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang pembuktian
dalam hukum perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. Program PKM ini juga melibatkan
mahasiswa yang dikaitkan dengan MBKM agar mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

Metode Pengabdian
Metode pelaksanaan kegiataan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

1. Observasi lapangan ke Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang,
sebagai langkah awal bertemu langsung dengan sekretaris desa Matang Seping untuk mengetahui
permasalahan dan solusi yang dibutuhkan oleh mitra.

2. Pelaksanaan pengabdian di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang
yang dilakukan, dengan tahapan diantaranya: a. Meminta izin pengabdian pada Kepala Desa
sebagai Pimpinan Mitra Desa. b. Membuat kerjasama dengan kelompok mitra. ¢ Tim PKM
akan menyelenggarankan sosialisasi tentang edukasi dibidang hukum, dan sosial yaitu untuk
membangun pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum tentang pembuktian dalam hukum
perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. d. Melibatkan mahasiswa untuk
membantu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikaitkan dengan MBKM mahasiswa
mendapat pengalaman di luar kampus. e. Melibatkan masyarakat (mitra) dalam keseluruhan
kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan.

3. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan
selesai dilaksanakan melalui 3 cara yaitu: 1. dengan cara langsung ke desa bertemu dengan
kelompok mitra. 2. Melalui zoom meetingantara tim pengabdi dengan kelompok mitra. 3. Melalui
Whatshap(WA), Emaildan lain sebagainnya.

Hasil dan Pembahasan

Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) telah melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan Penyuluhan hukum tentang pembuktian
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dalam hukum perdata kepada mayarakat, dalam melaksanakan aktifitas seperti pinjam-meminjam, sewa
menyewa, gadai, utang-piutang, jual beli, wakaf atau kerja sama lainnya sesuai hokum yang berlaku. Alat
bukti tersebut disebut alat bukti surat dan adanya saksi minimal 2 (dua) orang dan diketahui oleh
pemerintah desa setempat.

Penelitian terdahulu dari Momuat (2014) menemukan bukti tulisan atau bukti dengan surat
merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan diatur dalam
KUHPerdata Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 dan dalam RIB serta RDS. Sedangkan penelitian dari
Febriandini (2014) menjelaskan tentang pengaruh alat bukti, dalam hal para pihak mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri, dimana alat bukti untuk meyakinkan hakim untuk mengambil putusan. Apabila
Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka
Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat
menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus
menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar
(Juanda, 2016).

Rudy & Mayasari (2021) berdasarkan hasil penelitiannya terdahulu juga mempertegas posisi hakim
dalam hal alat-alat bukti yang dihadapkan kepadanya di sidang pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk
dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar
pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para
pihak yang bersengketa dengan menyertakan alat bukti. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuatnya. Jika diajukan ke depan persidangan akta
otentik mengikat hakim. Berbeda nilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mengikat
kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan
pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang
dicakup pada akta otentik (Septianingsih et al., 2020).

Memahami pentingnya alat bukti untuk membuktikan perbuatan hokum di masyarakat, diharapkan
PKM ini akan memberikan solusi bukan hanya sekedar menguraikan penyebab, kesimpulan dan saran
seperti penelitian terdahulu. Melainkan aksi langsung dalam bentuk penyuluhan hokum untuk memberikan
pemahaman tentang alat bukti dalam hokum perdata. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diberikan oleh
Tim Dosen Universitas Samudra dengan menyertakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra yang
dimulai dengan survey dan diskusi awal dengan perangkat desa pada gambar 1.

Gambar 1. Koordinasi dan Diskusi Dengan Sekretaris Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia
Kabupaten Aceh Tamiang

Program ini merupakan langkah untuk mengedukasi masyarakat dalam melaksanakan perbuatan
hukum perdata sesuai dengan hokum yang berlaku dan untuk mencegah perselisihan dalam melakukan
perbuatan perdata di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang
diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Ketiadaan bukti atau lemahnya bukti dari akibat perbuatan hukum perdata akan menyebabkan kerugian
yang dialami salah satu pihak. Oleh karena itu, bentuk perjanjian tertulis akta autentik memiliki kekuatan
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pembuktian yang tinggi (Tampanguma et al., 2021). Akta dibawah tangan juga memilki kekuatan
pembuktian yang sama dengan akta autentik ketika para pihak dan saksi-saksi membenarkannya (Febri
Rahmadhani, 2020). Begitu juga perjanjian tidak tertulis yang biasanya hanya menggunakan kwitansi
pembayaran harus disertakan saksi-saksi dan alat bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice
note, maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan di
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan
bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah.

Program pengabdian kepada masyarakat ini, telah menambah pengetahuan bagi masyarakat Desa
Matang Seping untuk memahami perbuatan hukum perdata dan alat bukti elektronik dalam hukum perdata,
sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar para pihak serta menanggulangi kerugian
para pihak dalam aktifitas perbuatan hukum perdata di masyarakat. Masyarakat Desa Matang Seping
menyambut positif program ini. Sekretaris desa Matang Seping, Zulkifli mengatakan bahwa program ini
memberikan wawasan baru mengenai alat bukti elektronik dalam perbuatan hukum perdata untuk
mencegah dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Pada penyuluhan hukum, peserta pengabdian
diberikan pemahaman tentang pembuktian dalam hokum perdata macam-macam alat bukti dan lainya.
Kemudian Tim PKM menyerahkan buku saku sebagai panduan pada gambar 2.

o

-

Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan hukum tentang pembuktian dalam hukum perdata di Desa Matang Seping
Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang

Kesimpulan dan Saran

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah mendukung kelompok mitra di Desa Matang
Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang menambah pengetahuan dan wawasan
masyarakat tentang alat bukti dalam hokum perdata dan penyelesaian masalah melalui peradilan adat dan
peradilan umum. Mitra telah diberikan panduan untuk memahami tentang pembuktian dalam hokum
perdata berdasarkan hokum positif Indonesia sebagai buku saku. Mitra dalam mengaplikasikan perbuatan
hokum perdata, harus mempersiapkan alat bukti yang sah menurut hokum yang berlaku. Agar dapat
menjadi pembuktian yang berkekuatan hokum dikemudian hari.
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